
2022 2023 2024 2025 2026

dimana % AKE = Energi Ketersediaan Pangan
               AKE Ketersediaan

dimana % AKE = Energi Konsumsi Pangan
          AKE Konsumsi 

Catatan: 
- Sumber pengisian Tujuan dan Indikator Tujuan, serta Sasaran dan Indikator Sasaran adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan

CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

Sumber Data Penanggung 
Jawab

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NO
Tujuan 

Perangkat 
Daerah

Indikator 
Tujuan

Sasaran 
Perangkat 

Daerah

Indikator 
Sasaran Penjelasan/ Formulasi Penghitungan

Indeks 
Ketahanan 
Pangan

Meningkatnya 
diversifikasi 
dan ketahanan 
masyarakat

1

Target Kinerja

% AKE x bobot, X 100%

bobot = bobot masing-masing golongan pangan

2. Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 
Konsumsi

Meningkatnya 
ketersediaan 
dan pola 
konsumsi 
pangan 
masyarakat

X 100%

bobot = bobot masing-masing golongan pangan

% AKE x bobot,
1. Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 
Ketersediaan

Neraca 
Bahan 
Makanan 
(NBM)

Bidang 
Ketersediaan 

dan 
Kerawanan 

Pangan

Susenas BPS

Bidang 
Konsumsi 

dan 
Keamanan 

Pangan

82,5 83,5 89 85,5 86,5

86 87 93 89 90



2022 2023 2024 2025 2026
1. Meningkatnya 
nilai AKIP

1. Nilai AKIP OPD 80 80 80 80 80

3. Meningkatnya 
tata kelola 
pelayanan 
administrasi 
umum dan 
kepegawaian

3. Indeks kepuasan 
ASN

80 80 82,5 82,5 85

1.3 Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah

Meningkatnya tata 
kelola pelayanan 
administrasi 
kepegawaian  PD

Indeks kepuasan 
pelayanan kepegawaian 
ASN

80 80 82,5 82,5 85 DKP Sekretaris

1.4 Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya tata 
kelola pelayanan 
administrasi umum 
PD

Indeks kepuasan 
pelayanan umum ASN

80 80 82,5 82,5 85 DKP Sekretaris

DKP Sekretaris

Hasil survey kepuasan pegawai

Ʃ temuan yang ditindak lanjuti
X 100%Ʃ temuan/LHP

Sekretaris

100% 100% 100%

DKP Sekretaris

1.7

Target Kinerja
Sumber Data Penanggung 

JawabNO Program dan Kegiatan Sasaran Program 
dan Kegiatan

Indikator Program 
dan Kegiatan Penjelasan/ Formulasi Penghitungan

Penilaian dari Inspektorat

Hasil survey kepuasan pegawai

Hasil survey kepuasan pegawai

Terpeliharanya 
barang milik daerah 
penunjang urusan 

Persentase barang 
milik daerah pada OPD 
yang dipelihara

Ʃ barang milik daerah yang tersedia X 100%
Ʃ barang milik daerah yang harus disediakan

1

DKP Sekretaris

Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kota

40% 40% 40% 40% 40%
Ʃ barang milik daerah yang dipelihara

X 100%

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

100% 100% 100%

Ʃ temuan yang ditindak lanjuti
X 100%Ʃ temuan/LHP 100% 100% 100% 100%

Sekretaris

Ʃ penyediaan jasa penunjang yg harus disediakan

Sekretaris

TAHUN 2022
ESELON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1.2 Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah

Meningkatnya 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan PD

Persentase tindak 
lanjut LHP BPK   

100%

100% 100%

1.1 Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Meningkatnya 
komponen 
pemenuhan 
dokumen SAKIP

Persentase pemenuhan 
dokumen SAKIP PD Ʃ dokumen SAKIP yang tersusun

X 100%Ʃ dokumen SAKIP yang harus dipenuhi 100% 100%

2. Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan

2. Persentase tindak 
lanjut LHP BPK     

100% 100%

100%

DKP

DKP

1.5 Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Meningkatnya 
penyediaan barang 
milik daerah PD

Persentase barang 
milik daerah PD yang 
disediakan 100% 100% 100%

DKP

1.6 Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Meningkatnya jasa 
penunjang urusan 
PD

Persentase penyediaan 
jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah

Ʃ penyediaan jasa penunjang urusan PD 
X 100% 100% 100% 100% 100%



2. Meningkatnya 
kualitas konsumsi 
pangan yang 
beragam

2. Persentase Angka 
Kecukupan Energi 
(AKE) 52% 50% 48% 45% 40%

BPS 
Bengkulu 
Selatan

Bidang 
Konsumsi 
dan 
Keamanan 
Pangan

3.3 Kegiatan Penentuan 
Harga Minimum Daerah 
untuk Pangan Lokal 
yang tidak Ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Provinsi

Tersedianya harga 
minimum daerah 
untuk pangan lokal

Harga minimum 
daerah untuk pangan 
lokal

 -        4,000        4,000        4,000        4,000 DKP Bidang 
Distribusi dan 
Cadangan 
Pangan

3.4 Kegiatan Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi

Tercapainya target 
konsumsi pangan 
perkapita/hari 
sesuai AKG

Jumlah konsumsi 
pangan perkapita/hari

300 
gr/kap/hr

295 
gr/kap/hr

290 
gr/kap/hr

285 
gr/kap/hr

280 
gr/kap/hr

BPS Bengkulu 
Selatan

Bidang 
Konsumsi dan 
Keamanan 
Pangan

2.1 Kegiatan Penyediaan 
Infrastruktur dan 
Seluruh Pendukung 
Kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya 
infrastruktur dan 
seluruh pendukung 
kemandirian pangan

Persentase 
infrastruktur dan 
pendukung cadangan 
pangan yang disediakan 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

80%

DKP Bidang 
Distribusi dan 
Cadangan 
Pangan

X 100%

Hasil perhitungan oleh BPS

Ʃ pemantauan harga pangan yang dilakukan
X 100%Ʃ pemantauan harga pangan tiap tahun

Ʃ infrastruktur cadangan pangan yg tersedia
X 100%

Ʃ infrastruktur cadangan pangan yg harus disediakan

DKP Bidang 
Distribusi dan 
Cadangan 
Pangan

Program Peningkatan 
Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat

3

GKP pada saat panen raya X 100%
HPP GKP

1. Terwujudnya 
stabilitas harga 
pangan

1. Persentase 
stabilitas harga 
pangan di tk. 
produsen/konsumen

100% 100%

Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 
untuk Kedaulatan dan 
Kemandirian Pangan

2

- 40% 45% 50% 55%

DKP Bidang 
Distribusi 
dan 
Cadangan 
Pangan

Ʃ infrastruktur yang ada di kecamatan

Persentase 
pendukung 
ketersediaan 
cadangan pangan

Terkelolanya 
sumber daya 
ekonomi untuk 
kedaulatan dan 
kemandirian 
pangan

Ʃ kecamatan

Kegiatan Pengelolaan 
dan Keseimbangan 
Cadangan Pangan 
Kab/Kota

Terkelolanya 
keseimbangan 
cadangan pangan 
daerah

Persentase cadangan 
pangan daerah

Hasil perhitungan oleh BPS

Ʃ cadangan pangan kabupaten

Harga minimum daerah (umbi-umbian) per kg

X 100%

3.1 Kegiatan Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Pangan 
Lainnya

Tersedianya dan 
tersalurkannya 
pangan pokok atau 
pangan lainnya 
sesuai kebutuhan 
daerah

Persentase 
pemantauan pasokan 
dan harga pangan

80% 80% 80% 80%

Bidang 
Distribusi dan 
Cadangan 
Pangan

DKP

18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75%
Ʃ cadangan pangan yang disediakan

3.2

100%

DKP Bidang 
Distribusi 
dan 
Cadangan 
Pangan

penunjang urusan 
PD

yang dipelihara 40% 40% 40% 40% 40%X 100%
Ʃ barang milik daerah OPD yang harus dipelihara Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah



Catatan: 
- Sumber pengisian Program, Sasaran Program dan Indikator Program, serta Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan

CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

4.1 Kegiatan Penyusunan 
Peta Kerentanan dan 
Ketahanan  Pangan 
Kecamatan

Tersusunnya Peta 
Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan 
Kecamatan

Persentase Peta FSVA 
yang tersusun

100% 100% 100% 100% 100%
Ʃ peta FSVA yang disusun

X 100%Ʃ peta FSVA yg harus tersedia

100% 100% 100% 100% 100%
Ʃ pengawasan keamanan pangan segar yg terlaksana

X 100%Ʃ pengawasan pangan segar yg harus dilaksanakan

4.2 Kegiatan Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya 
penanganan 
kerawanan pangan 
daerah

Persentase penanganan 
kerawanan pangan 
daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Ʃ daerah rawan pangan yang ditangani
X 100%Ʃ daerah rawan pangan yg harus ditangani

5.1 Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar Daerah 
Kab/Kota

Meningkatnya 
pengawasan 
keamanan pangan 
segar daerah

Persentase pengawasan 
keamanan pangan 
segar daerah

Ʃ daerah rawan pangan yang ditangani
X 100%Ʃ daerah rawan pangan prioritas 1 12%

DKP Bidang 
Ketersediaan 
dan 
Kerawanan 
Pangan

4 Program Penanganan 
Kerawanan Pangan

Tertanganinya 
kerawanan pangan 
daerah

Persentase daerah 
rawan pangan yang 
tertangani

5
80% 80%Ʃ bahan pangan yang aman dikonsumsi X 100%

Ʃ bahan pangan yang diuji

Program Pengawasan 
Keamanan Pangan

Terawasinya 
keamanan pangan 

Persentase pangan 
yang aman 
dikonsumsi

DKP Bidang 
Konsumsi dan 
Keamanan 
Pangan

Bidang 
Ketersediaan 
dan 
Kerawanan 
Pangan

DKP

Bidang 
Ketersediaan 
dan 
Kerawanan 
Pangan

DKP

80%
DKP Bidang 

Konsumsi 
dan 
Keamanan 

80% 80%

12% 12% 12% 12%



2022 2023 2024 2025 2026
1 Penyusunan 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

Tersusunnya  
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah

10 
dokumen

10 
dokumen

10 
dokumen

10 
dokumen

10 
dokumen

DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

2 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Tersusunnya 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

3 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Terlaksananya 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

4 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN

Terpenuhinya gaji 
dan tunjangan ASN 
OPD

Jumlah orang yang 
menerima gaji dan 
tunjangan ASN

Jumlah orang 
yang menerima 
gaji dan 
tunjangan ASN

30 
orang/bln

30 
orang/bln

20 
orang/bln

30 
orang/bln

30 
orang/bln

DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

5 Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN

Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN

Jumlah dokumen 
hasil penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan tugas 
ASN

Jumlah dokumen 
hasil penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

Sumber Data Penanggung 
Jawab

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
ESELON IV (KASUBAG DAN KASI)

NO Sub Kegiatan Sasaran Sub 
Kegiatan

Indikator Sub 
Kegiatan

Penjelasan/ 
Formulasi 

Penghitungan

Target Kinerja

TAHUN 2022



6 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun  SKPD dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan laporan 
keuangan akhir 
tahun SKPD

Jumlah laporan 
keuangan akhir 
tahun  SKPD dan 
laporan hasil 
koordinasi 
penyusunan 
laporan keuangan 
akhir tahun SKPD

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Perencanaan 
dan Keuangan

7 Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya

Tersedianya pakaian 
dinas beserta 
atribut 
kelengkapannya

Jumlah paket 
pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapan

Jumlah paket 
pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapan

0 30 paket 30 paket 30 paket 30 paket DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

8 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi

Meningkatnya SDM 
ASN yang handal 
berdasarkan tugas 
dan fungsi

Jumlah pegawai 
berdasarkan tugas 
dan fungsi yang 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan

Jumlah pegawai 
berdasarkan 
tugas dan fungsi 
yang mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan

4 orang 5 orang 1 orang 5 orang 5 orang DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

9 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan Kantor

Tersedianya 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor

Jumlah paket 
komponen instalasi 
listrik/ penerangan 
bangunan kantor 
yang disediakan

Jumlah paket 
komponen 
instalasi listrik/ 
penerangan 
bangunan kantor 
yang disediakan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

10 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah paket 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan

Jumlah paket 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

11 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor

Tersedianya bahan 
logistik kantor

Jumlah paket bahan 
logistik kantor yang 
disediakan 

Jumlah paket 
bahan logistik 
kantor yang 
disediakan 

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

12 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan

Tersedianya barang 
cetakan dan 
penggandaan

Jumlah paket bahan 
logistik kantor yang 
disediakan 

Jumlah paket 
barang cetakan 
dan penggandaan 
yang disediakan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

13 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan

Tersediaanya bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-undangan

Jumlah dokumen 
bahan bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
disediakan

Jumlah dokumen 
bahan bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
disediakan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian



14 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD

Terselenggaranya 
rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD

Jumlah laporan 
penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD

Jumlah laporan 
penyelenggaraan 
rapat koordinasi 
dan konsultasi 
SKPD

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

15 Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan

Tersedianya 
kendaraan Dinas 
Operasional atau 
lapangan 

Jumlah unit 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan yang 
disediakan

Jumlah unit 
kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan yang 
disediakan

0 2 unit 0 2 unit 0 DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

16 Pengadaan Mebel tersedianya Mebel 
OPD

Jumlah paket mebel 
yang disediakan

Jumlah paket 
mebel yang 
disediakan

1 unit 0 1 unit 0 1 unit DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

17 Pengadaan 
Peralatan dan  
Mesin Lainnya

Tersedianya 
peralatan dan mesin 
penunjang kegiatan 
OPD

Jumlah unit 
peralatan dan mesin 
lainnya yang 
disediakan

Jumlah unit 
peralatan dan 
mesin lainnya 
yang disediakan

2 unit 1 unit 3 unit 1 unit 3 unit DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

18 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik

Tersedianya jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
di OPD

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
yang disediakan

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
komunikasi, 
sumber daya air 
dan listrik yang 
disediakan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

19 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor

Tersedianya jasa 
pelayanan umum 
kantor

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor yang 
disediakan

Jumlah laporan 
penyediaan jasa 
pelayanan umum 
kantor yang 
disediakan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

20 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Tersedianya jasa 
pemeliharaan,  
biaya pemeliharaan 
dan pajak 
kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan

Jumlah kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajaknya

Jumlah 
kendaraan 
perorangan dinas 
atau kendaraan 
dinas jabatan 
yang dipelihara 
dan dibayarkan 
pajaknya

30 unit 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

21 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin lainnya

Terpeliharanya 
peralatan dan mesin 
lainnya di OPD

Jumlah peralatan 
dan mesin lainnya 
yang dipelihara

Jumlah peralatan 
dan mesin 
lainnya yang 
dipelihara

4 unit 3 unit 4 unit 2 unit 3 unit DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian



22 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Gedung kantor 
dan bangunan 
lainnya

Terlaksananya 
pemeliharaan/rehabi
litasi gedung kantor 
dan bangunan 
lainnya 

Jumlah gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 
direhabilitasi

Jumlah gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang dipelihara/ 
direhabilitasi

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit DKP Subbag 
Umum dan 
Kepegawaian

23 Penyediaan 
Infrastruktur 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Tersedianya 
Infrastruktur 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Jumlah 
Infrastruktur 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
yang tersedia

Jumlah 
Infrastruktur 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
yang tersedia

3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit DKP Kasi 
Cadangan 
Pangan

24 Penyediaan 
Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal

Tersedianya Pangan 
Berbasis Sumber 
Daya Lokal

Pangan berbasis 
sumber daya lokal 
yang tersedia

Pangan berbasis 
sumber daya 
lokal yang 
tersedia

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

DKP Kasi 
Penganekarag
aman Pangan

25 Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan 
Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan 
Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Kasi Harga 
Pangan

26 Pengembangan 
Kelembagaan 
Distribusi Pangan 
Kabupaten/kota

Berkembangnya 
Kelembagaan 
Distribusi Pangan 
kabupaten/kota

Jumlah 
Kelembagaan 
Distribusi Pangan

Jumlah 
Kelembagaan 
Distribusi Pangan

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit DKP Kasi 
Distribusi 
Pangan

27 Penyusunan 
Neraca Bahan 
Makanan (NBM)

Tersedianya Neraca 
Bahan Makanan 
(NBM)

Informasi Neraca 
Bahan Makanan 
(NBM)

Informasi Neraca 
Bahan Makanan 
(NBM)

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Kasi 
Ketersediaan 
Pangan

28 Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan Pangan 
Lokal

Tersusunnya 
rencana kebutuhan 
pangan lokal

Rencana kebutuhan 
pangan lokal

Rencana 
kebutuhan 
pangan lokal

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Kasi Sumber 
Daya Pangan

29 Pengadaan 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Tersedianya 
cadangan pangan 
pemerintah

Jumlah cadangan 
pangan pemerintah 
kabupaten/kota

Jumlah cadangan 
pangan 
pemerintah 
kabupaten/kota

12 ton 12 ton 12 ton 12 ton 12 ton DKP Kasi 
Cadangan 
Pangan



30 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penentuan Harga 
Minimum Pangan 
Pokok Lokal

Terselenggaranya 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
penentuan harga 
minimum pangan 
pokok lokal

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi 
penentuan harga 
minimum pangan 
pokok lokal 

Jumlah 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
penentuan harga 
minimum pangan 
pokok lokal 

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Kasi Harga 
Pangan

31 Penyusunan dan 
Penetapan Target 
Konsumsi Pangan 
perkapita/tahun

Tersusunnya target 
konsumsi pangan 
perkapita/tahun

Target konsumsi 
pangan per kapita 
per tahun

Target konsumsi 
pangan per kapita 
per tahun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Kasi 
Konsumsi 
Pangan

32 Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
 Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber 
Daya Lokal

Terlaksananya 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
penganekaragaman 
konsumsi pangan

Jumlah 
pemberdayaan 
kelompok 
masyarakat dalam 
penganekaragaman 
konsumsi pangan 
berbasis sumber 
daya lokal 

Jumlah 
pemberdayaan 
kelompok 
masyarakat 
dalam 
penganekaragama
n konsumsi 
pangan berbasis 
sumber daya lokal 

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan DKP Kasi 
Penganekarag
aman Pangan

33 Penyusunan, 
Pemuktahiran dan 
Analisis Peta 
Ketahanan dan 
Kerentanan 
Pangan

Tersusunnya 
dokumen analisis 
Peta Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan

Peta dan Analisis 
Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 
yang dimutahirkan

Peta dan Analisis 
Ketahanan dan 
Kerentanan 
Pangan yang 
dimutahirkan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Kasi 
Kerawanan 
Pangan

34 Pelaksanaan 
Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran 
Cadangan Pangan 
pada Kerawanan 
Pangan yang 
mencakup dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pengadaan, 
pengelolaan, dan 
penyaluran 
cadangan pangan 
pada daerah rawan 
pangan

Jumlah pengadaan, 
pengelolaan, dan 
penyaluran 
cadangan pangan 
pada kerawanan 
pangan yang 
mencakup dalam 1 
(satu) daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah 
pengadaan, 
pengelolaan, dan 
penyaluran 
cadangan pangan 
pada kerawanan 
pangan yang 
mencakup dalam 
1 (satu) daerah 
Kabupaten/Kota

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen DKP Kasi 
Kerawanan 
Pangan



35 Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pengujian Mutu 
dan Keamanan 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota

Tersedianya sapras 
pengujian mutu 
keamanan pangan 
segar

Jumlah sarana dan 
prasarana pengujian 
mutu dan keamanan 
pangan segar asal 
tumbuhan daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah sarana 
dan prasarana 
pengujian mutu 
dan keamanan 
pangan segar asal 
tumbuhan daerah 
Kabupaten/Kota

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Kasi 
Keamanan 
Pangan

Catatan: 
- Sumber pengisian Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan

CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)
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